KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR : 29/PL.01.7-Kpt/9123/KPU-Kab/V /2019
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANNY JAYA TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

Menimbang S 2R bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398
ayat (5) dan Pasal 413 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan
Umum dinyatakan, KPU Kabupaten/Kota
Menetapkan Hasil Pemilu Anggota DPRD
Kabupaten /Kota berdasarkan Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di
Tingkat Kabupaten/Kota dalam Formulir Model DB-
KPU dengan Keputusan KPU /KIP KPU
Kabupaten /Kota;

c: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lanny Jaya tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2019.




Mengingat

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4804);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemillhan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 189);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);




10.

141

12

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Nomor
7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Komisij Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 388) ;

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012
tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi  Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2008;




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 84);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5
Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik Di
Kabupaten Lanny Jaya.

Berita Acara Nomor : 115/PL.01.7-BA/9123/KPU-
Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya pada
Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 07 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LANNY JAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANNY JAYA TAHUN
2019

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat
Kabupaten Lanny Jaya dan Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya,
sebagaimana telah tercantum dalam Lampiran I Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini;

Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lanny Jaya untuk setiap Daerah Pemilihan,
sebagaimana telah tercantum dalam Lampiran 1I

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini;




S TR

KETIGA

KEEMPAT

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan
Peringkat Suara Sah Calon untuk setiap daerah Pemilihan,
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan
Diktum KEDUA, ditetapkan pada hari selasa tanggal 7
(tujuh) bulan 5 (mei) tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas)

Waktu Indonesia Bagian Timur;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan di adakan Perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 07 Mei 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,

ttd

YULI KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA

Kepala Sub Bagian Hukum
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Emilha Padua




